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Abstract: This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol 

PP) and the community in enforcing regional regulations in Sagulung District, Batam City, 

with particular emphasis on the forms of public participation, coordination mechanisms, and 

their impact on the effectiveness of public order enforcement. The study employed a qualitative 

descriptive approach. Data were collected through field observation and documentation of 

collaborative practices between Satpol PP and local residents in supporting the enforcement 

of regional regulations. The findings show that such synergy is built through two-way 

communication patterns, formal complaint channels, local coordination forums, and the 

involvement of community leaders, neighborhood associations, community protection units, 

and residents in monitoring, reporting, prevention, and assistance during enforcement 

activities. Community participation was found to accelerate the detection of violations, 

improve Satpol PP’s responsiveness, strengthen public compliance, and reduce the potential 

for conflict during enforcement processes. However, the effectiveness of this collaboration 

remains constrained by several inhibiting factors, including uneven legal awareness among 

citizens, limited institutional resources, and the lingering repressive image of enforcement 

officers. This study concludes that regional regulation enforcement becomes more effective 

when implemented through a participatory partnership model that positions the community not 

merely as an object of regulation, but as an active subject sharing responsibility for 

maintaining public order. 

 

Keyword: Satpol PP, Community Participation, Regional Regulation Enforcement, Public 

Order, Participatory Governance. 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota 

Batam, dengan menitikberatkan pada bentuk partisipasi publik, mekanisme koordinasi, serta 

dampaknya terhadap efektivitas penegakan ketertiban umum. Penelitian menggunakan 
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pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi 

terhadap praktik kolaborasi antara Satpol PP dan masyarakat dalam mendukung penegakan 

peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi tersebut dibangun melalui pola 

komunikasi dua arah, saluran pengaduan formal, forum koordinasi lokal, serta keterlibatan 

tokoh masyarakat, RT/RW, Satlinmas, dan warga dalam pengawasan, pelaporan, pencegahan, 

dan pendampingan kegiatan penegakan. Partisipasi masyarakat terbukti mempercepat deteksi 

pelanggaran, meningkatkan respons Satpol PP, memperkuat kepatuhan warga, serta 

mengurangi potensi konflik dalam proses penertiban. Di sisi lain, efektivitas kolaborasi masih 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat, seperti rendahnya kesadaran hukum sebagian 

masyarakat, keterbatasan sumber daya Satpol PP, serta citra represif aparat yang masih 

melekat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah akan lebih efektif 

apabila dilaksanakan melalui model kemitraan partisipatif yang menempatkan masyarakat 

bukan semata sebagai objek yang diatur, melainkan sebagai subjek yang turut bertanggung 

jawab dalam menjaga ketertiban umum. 

 

Kata Kunci: Satpol PP, Partisipasi Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban 

Umum, Tata Kelola Partisipatif. 

  

 

PENDAHULUAN 

Penegakan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban 

umum, ketenteraman masyarakat, dan wibawa pemerintahan daerah. Dalam arsitektur otonomi 

daerah Indonesia, fungsi tersebut secara kelembagaan dibebankan kepada Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, 

serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Junaedi, 2022; Rizal et al., 2022; Suhendi, 

2021). Namun, efektivitas penegakan peraturan daerah tidak pernah bergantung pada 

kewenangan formal, operasi lapangan atau kemampuan koersif. Pada level implementasi, 

Satpol PP bekerja sebagai aparatur garis depan yang berhadapan langsung dengan warga, 

pelaku usaha informal, komunitas lokal, dan berbagai situasi sosial yang kompleks. Karena itu, 

keberhasilan penegakan perda sesungguhnya sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara 

aparat penegak lokal dan masyarakat yang menjadi sasaran sekaligus mitra dari kebijakan 

tersebut (Chang & Brewer, 2023). 

Perspektif street-level bureaucracy membantu menjelaskan mengapa relasi antara aparat 

dan warga menjadi krusial dalam konteks ini. Birokrat garis depan tidak hanya melaksanakan 

aturan, tetapi juga menafsirkan, menyesuaikan dan menerjemahkan kebijakan dalam 

perjumpaan sehari-hari dengan masyarakat. Dalam Satpol PP, tindakan penertiban, pembinaan, 

teguran, mediasi, maupun respons laporan warga bukan sekadar prosedur administratif, 

melainkan bagian dari proses pembentukan legitimasi negara di tingkat lokal. Apabila interaksi 

tersebut dibangun secara satu arah, represif, dan minim komunikasi, maka penegakan perda 

berisiko dipersepsi sebagai kontrol yang memaksa. Sebaliknya, apabila dijalankan secara 

komunikatif, partisipatif, dan konsisten, maka aturan yang sama lebih mungkin diterima 

sebagai upaya bersama untuk menjaga ketertiban umum.  

Perkembangan tata kelola lokal memperlihatkan pergeseran dari model pemerintahan 

yang sepenuhnya top-down menuju model collaborative governance yang lebih menekankan 

interaksi antaraktor. Ansell dan Gash mendefinisikan collaborative governance sebagai 

pengaturan pemerintahan ketika satu atau lebih lembaga publik melibatkan aktor nonnegara 

secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Ansell & 

Gash, 2008). Sementara itu, kolaborasi publik lahir terutama untuk menjawab persoalan 

kebijakan yang kompleks, lintas sektor, dan tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh 
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pemerintah (Emerson et al., 2012). Dalam kerangka ini, penegakan ketertiban umum di wilayah 

perkotaan yang padat seperti Sagulung semestinya tidak lagi dipahami sebagai tugas sepihak 

Satpol PP, melainkan sebagai arena tata kelola bersama yang membutuhkan komunikasi, 

kepercayaan, dan koordinasi antara aparat, pemerintah lokal, serta masyarakat. 

Kebutuhan akan pendekatan kolaboratif semakin kuat ketika penegakan peraturan daerah 

bersinggungan dengan persoalan sehari-hari warga, seperti bangunan liar, pemanfaatan ruang 

publik, kebersihan lingkungan, pedagang kaki lima, ketertiban usaha dan keamanan. Masalah-

masalah tersebut tidak dapat ditangani secara berkelanjutan hanya melalui operasi penertiban, 

sebab akar persoalannya berkaitan dengan perilaku sosial, kepatuhan sukarela, dan kemampuan 

komunitas untuk melakukan kontrol bersama. Pelayanan dan hasil publik tidak semata 

diproduksi oleh organisasi pemerintah, tetapi sering kali merupakan hasil kontribusi bersama 

antara negara, pengguna layanan, dan komunitas (Chien et al., 2022). Co-production dapat 

berbentuk sangat beragam, mulai dari pelaporan, konsultasi, hingga keterlibatan warga dalam 

pelaksanaan layanan atau pengawasan kebijakan (Gümüş et al., 2020; Tursunbayeva et al., 

2017).  

Dalam ranah keamanan komunitas dan ketertiban publik, argumen tersebut semakin kuat. 

Studi Loeffler & Bovaird (2016) memperlihatkan bahwa pendekatan co-production di bidang 

law and order dan community safety sangat dipengaruhi oleh mode tata kelola yang dipakai 

pemerintah lokal. Ketika pemerintah membuka ruang komunikasi dan dukungan institusional 

bagi warga, partisipasi masyarakat tidak berhenti pada formalitas, melainkan berkembang 

menjadi keterlibatan yang nyata dalam pencegahan masalah, pelaporan pelanggaran, dan 

penyelesaian konflik. Penelitian lain juga menunjukkan partisipasi masyarakat dalam tata 

kelola lokal berpotensi meningkatkan efektivitas, legitimasi dan kualitas keputusan, selama 

proses partisipasi tersebut dikelola secara serius dan tidak bersifat simbolik (Fung, 2015; 

Loeffler & Timm-Arnold, 2021; Sicilia et al., 2016). Dengan kata lain, keterlibatan publik 

bukan tuntutan demokratis, tetapi kebutuhan praktis bagi organisasi yang bekerja di lingkungan 

sosial yang heterogen. 

Hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas penegakan juga berkaitan erat 

dengan isu legitimasi. Dalam studi kepolisian dan penegakan hukum, Sunshine dan Tyler 

menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap tindakan aparat sangat dipengaruhi oleh 

procedural justice, yaitu sejauh mana otoritas dianggap bertindak adil, menghormati warga, 

dan mengambil keputusan secara konsisten (Sunshine & Tyler, 2003). Temuan tersebut 

diperkuat oleh Peyton dkk. yang menunjukkan kontak non-penindakan yang positif dapat 

meningkatkan legitimasi aparat dan kemauan warga untuk bekerja sama (Peyton et al., 2019). 

Walaupun Satpol PP berbeda secara kelembagaan dari kepolisian, logika legitimasi ini tetap 

relevan. Penegakan perda akan lebih mudah diterima ketika masyarakat memandang aparat 

sebagai pihak yang komunikatif, transparan, dan tidak semata mengandalkan penertiban 

koersif. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam konteks Satpol PP tidak cukup dibaca sebagai 

“bantuan warga,” melainkan sebagai bagian dari produksi legitimasi dan efektivitas penegakan 

itu sendiri. 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tentang Satpol PP di Indonesia masih relatif 

didominasi oleh tiga kecenderungan. Pertama, kajian yang menempatkan Satpol PP terutama 

sebagai organisasi perangkat daerah dengan fokus pada tugas, kewenangan, dan kedudukannya 

dalam struktur pemerintahan daerah. Kedua, studi yang menilai efektivitas Satpol PP dalam 

penertiban objek tertentu, seperti pedagang kaki lima, pelanggaran perizinan, atau pelaksanaan 

fungsi penegakan pada konteks daerah tertentu, dengan penekanan pada kinerja penindakan 

dan hambatan kelembagaan (Darmawan, 2019). Ketiga, tulisan yang masih memandang 

masyarakat sebagai pihak yang harus ditertibkan, bukan sebagai aktor yang berkontribusi 

terhadap efektivitas penegakan. Akibatnya, dimensi relasional antara aparat dan warga—
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khususnya pola komunikasi, kepercayaan, serta bentuk-bentuk partisipasi publik dalam proses 

enforcement—masih belum banyak dijelaskan secara empiris. 

Kekosongan itulah yang menjadikan Kecamatan Sagulung, Kota Batam, penting untuk 

dikaji. Sebagai kawasan perkotaan yang berkembang pesat dan memiliki dinamika sosial yang 

tinggi, Sagulung menghadirkan kebutuhan besar akan tata kelola ketertiban yang tidak hanya 

responsif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi masyarakat setempat. Naskah awal penelitian ini 

telah menempatkan Sagulung sebagai locus yang relevan karena kompleksitas masalah 

ketertiban umum dan intensitas interaksi antara aparat dan warga cukup tinggi dibandingkan 

kawasan yang lebih homogen.  

Penelitian ini berangkat dari asumsi masyarakat bukan semata objek yang ditertibkan, 

melainkan aktor yang dapat berperan sebagai pelapor, pengawas sosial, mediator informal, 

penyedia informasi lokal, bahkan mitra dalam pencegahan pelanggaran. Di sisi lain, Satpol PP 

tidak hanya berfungsi sebagai penindak, tetapi juga sebagai broker kelembagaan yang 

menentukan apakah hubungan dengan masyarakat berkembang menjadi kemitraan atau justru 

konflik. Karena itu, fokus penelitian ini diarahkan pada bentuk partisipasi masyarakat, pola 

komunikasi yang terbangun, mekanisme koordinasi yang dijalankan, serta implikasi terhadap 

efektivitas penegakan peraturan daerah di Sagulung. Pendekatan seperti ini memungkinkan 

penelitian bergerak melampaui uraian formal tentang tugas Satpol PP menuju analisis yang 

lebih substantif mengenai praktik tata kelola penegakan hukum lokal. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan kontribusi ilmiahnya pada dua 

aspek. Pertama, penelitian ini mengisi celah empiris dalam studi Satpol PP dengan menyoroti 

dimensi relasional antara aparat dan masyarakat yang selama ini belum banyak dibahas secara 

mendalam. Kedua, penelitian ini memperluas pembacaan tentang partisipasi publik dari 

wilayah policy-making ke wilayah policy enforcement, yakni bagaimana keterlibatan warga 

memengaruhi implementasi aturan pada level lokal. Dengan demikian, kebaruan studi ini 

terletak pada upayanya memadukan perspektif collaborative governance, co-production, dan 

street-level bureaucracy untuk menjelaskan sinergi Satpol PP dan masyarakat dalam penegakan 

peraturan daerah. Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan 

utama: bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas Satpol 

PP, dan sejauh mana sinergi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penegakan peraturan 

daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal 

yang berfokus pada sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan masyarakat 

dalam penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pilihan desain studi 

kasus didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam praktik kolaborasi dalam 

konteks sosial yang nyata, spesifik, dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kelembagaan 

tempat fenomena itu berlangsung. Dalam studi kasus, peneliti tidak sekadar mendeskripsikan 

gejala, melainkan menelusuri bagaimana suatu proses bekerja, siapa aktor yang terlibat, bentuk 

interaksi yang muncul, serta bagaimana konteks memengaruhi hasilnya (Baxter & Jack, 2008; 

Crowe et al., 2011). Karena itu, desain ini dipandang paling sesuai untuk menjelaskan relasi 

antara aparat penegak perda dan masyarakat pada level kecamatan, terutama ketika yang ingin 

dibaca bukan hanya struktur formal kelembagaan, tetapi juga praktik komunikasi, koordinasi, 

dan partisipasi warga dalam situasi lapangan. 

Secara substantif, penelitian ini menempatkan Sagulung sebagai kasus empiris yang 

strategis. Kawasan ini memiliki karakter perkotaan yang padat, heterogen, dan berkembang 

pesat, sehingga persoalan ketertiban umum, pemanfaatan ruang, kebersihan lingkungan, serta 

kepatuhan terhadap peraturan daerah muncul dalam intensitas yang relatif tinggi. Dalam 

kondisi seperti itu, penegakan perda tidak dapat dipahami semata sebagai tindakan 
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administratif yang dilakukan Satpol PP, tetapi sebagai praktik tata kelola lokal yang menuntut 

keterlibatan banyak pihak. Oleh sebab itu, unit analisis penelitian ini adalah proses sinergi 

Satpol PP dan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah, sedangkan unit amatan 

mencakup pola komunikasi, mekanisme koordinasi, bentuk partisipasi warga, respons aparat 

terhadap laporan publik, dan implikasinya terhadap efektivitas penegakan di lapangan. 

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi nonpartisipan terhadap aktivitas penegakan perda, interaksi antara 

petugas Satpol PP dan warga, forum koordinasi lokal, serta situasi-situasi sosial yang 

memperlihatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Observasi 

dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap tindakan, respons, dan dinamika sosial 

secara langsung dalam konteks alaminya. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi 

terhadap dokumen kelembagaan dan arsip yang relevan, seperti peraturan daerah, peraturan 

wali kota, standar operasional prosedur Satpol PP, laporan kegiatan, surat tugas, notulensi rapat 

koordinasi, arsip pengaduan masyarakat, publikasi resmi instansi, serta berita-berita lokal yang 

berkaitan dengan praktik penegakan ketertiban umum di Sagulung. Dokumen tidak hanya 

sebagai pelengkap, melainkan sumber penting yang merekam keputusan, kebijakan, jejak 

tindakan dan narasi institusional dari suatu organisasi (Bowen, 2009). 

Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif, yakni berdasarkan relevansinya 

dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, 

melainkan membangun pemahaman analitis yang mendalam mengenai bagaimana sinergi 

aparat–masyarakat terbentuk dan dijalankan. Karena itu, data yang dipilih adalah data yang 

secara langsung memperlihatkan proses kolaborasi, bentuk keterlibatan warga, dan praktik 

penegakan yang terjadi dalam konteks lokal. Kriteria purposif tersebut meliputi kegiatan atau 

dokumen yang berkaitan langsung dengan penegakan peraturan daerah di Kecamatan 

Sagulung; aktivitas yang menunjukkan interaksi Satpol PP dengan warga, tokoh masyarakat, 

Satlinmas, atau perangkat lingkungan; dan arsip yang memungkinkan peneliti menilai dampak 

partisipasi masyarakat terhadap kelancaran dan efektivitas penegakan perda. 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, observasi nonpartisipan 

dilaksanakan dengan mengamati secara sistematis tindakan penertiban, penyuluhan, patroli, 

forum komunikasi, serta respons aparat terhadap laporan atau keluhan warga. Observasi 

diarahkan untuk merekam bentuk komunikasi yang digunakan aparat, keterlibatan warga 

dalam proses penegakan, suasana interaksi di lapangan, dan pola dukungan maupun resistensi 

yang muncul. Kedua, studi dokumentasi dilakukan dengan menginventarisasi, menyeleksi, dan 

membaca secara kritis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui 

dokumentasi, peneliti dapat menelusuri konsistensi antara aturan formal, catatan kelembagaan, 

dan praktik yang muncul dalam observasi. 

Analisis data dilakukan sejak awal proses pengumpulan data dengan menggunakan 

teknik qualitative content analysis yang dipadukan dengan pembacaan tematik. Pendekatan ini 

dipilih karena sesuai untuk menelaah data observasi dan dokumen yang beragam, sekaligus 

memungkinkan peneliti mengorganisasi temuan ke dalam kategori-kategori analitis yang 

relevan dengan rumusan masalah (Elo & Kyngäs, 2008). Seluruh catatan observasi dan 

dokumen dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai konteks, 

aktor, dan peristiwa yang diamati. Peneliti melakukan proses open coding terhadap bagian-

bagian data yang menunjukkan pola komunikasi, mekanisme koordinasi, bentuk partisipasi 

masyarakat, faktor pendukung, faktor penghambat, dan dampak partisipasi terhadap efektivitas 

penegakan perda. Kode yang memiliki kedekatan makna dikelompokkan ke dalam tema yang 

lebih luas. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif sekaligus: deduktif karena berangkat 

dari konsep collaborative governance, co-production, dan street-level bureaucracy yang telah 

dibangun di pendahuluan; induktif karena kategori akhir tetap disesuaikan dengan temuan 

empiris lapangan (Nowell et al., 2017). 
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Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan temuan observasi dan hasil 

dokumentasi, sehingga interpretasi tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber data. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dokumen kelembagaan, arsip publik, 

dan peristiwa lapangan yang diamati. Peneliti menyusun jejak audit berupa catatan 

pengumpulan data, proses pengodean, dan alasan kategorisasi tema agar proses analisis dapat 

ditelusuri secara logis. Strategi ini penting untuk menjaga kredibilitas, dependabilitas, dan 

confirmability dalam penelitian kualitatif.  

Dari sisi etika penelitian, data semata-mata untuk kepentingan akademik. Dokumen yang 

bersifat internal atau sensitif diperlakukan secara hati-hati, dan identitas personal yang tidak 

relevan dengan analisis tidak ditampilkan dalam naskah. Peneliti juga menjaga posisi reflektif 

selama proses observasi dengan tidak mencampuri jalannya kegiatan lapangan dan tidak 

memengaruhi interaksi yang sedang diamati. Dengan rancangan metodologis tersebut, 

penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai 

bagaimana sinergi Satpol PP dan masyarakat berlangsung dalam praktik, faktor-faktor yang 

membentuknya, serta sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap efektivitas 

penegakan peraturan daerah di Kecamatan Sagulung. 

 

HASIL PENELITIAN 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan masyarakat di 

Kecamatan Sagulung telah bergerak ke arah hubungan yang lebih kolaboratif, meskipun 

tingkat kematangannya belum sepenuhnya seragam dalam setiap situasi penegakan. Hubungan 

tersebut tidak lagi semata bertumpu pada operasi penertiban yang bersifat satu arah, tetapi 

dibangun melalui komunikasi dua arah, pelibatan tokoh lingkungan, penggunaan forum 

koordinasi lokal, serta keterlibatan warga dalam pelaporan, pengawasan, dan pencegahan 

pelanggaran. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya hadir setelah pelanggaran terjadi, 

melainkan juga berperan dalam membentuk informasi awal, dukungan sosial, dan legitimasi 

tindakan aparat di lapangan. 

Pada level operasional, pola komunikasi menjadi fondasi utama sinergi. Penelitian 

memperlihatkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan warga berlangsung melalui dua jalur 

yang saling melengkapi. Jalur pertama bersifat formal, yaitu sosialisasi peraturan, pertemuan 

koordinasi, penyampaian imbauan, serta mekanisme pengaduan yang memungkinkan warga 

melaporkan pelanggaran atau gangguan ketertiban. Jalur kedua bersifat informal, yaitu 

komunikasi melalui tokoh masyarakat, ketua RT/RW, tokoh pemuda, dan jaringan lingkungan 

yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Kombinasi kedua jalur ini membuat 

pertukaran informasi menjadi lebih cepat, lebih kontekstual, dan lebih mudah diterima oleh 

masyarakat. Bagi Satpol PP, keberadaan saluran informal penting karena memberi akses pada 

pengetahuan lokal yang tidak selalu tertangkap dalam laporan administratif. Bagi warga, 

saluran tersebut membuat interaksi dengan aparat terasa lebih dekat dan tidak terlalu birokratis. 

Temuan lain menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat memengaruhi penerimaan 

warga terhadap tindakan penegakan. Ketika aparat lebih dahulu menjelaskan dasar aturan, 

alasan penertiban, dan tujuan menjaga ketertiban umum, reaksi warga cenderung lebih 

kooperatif. Sebaliknya, apabila tindakan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai, potensi 

resistensi sosial meningkat. Karena itu, komunikasi dalam praktik penegakan di Sagulung tidak 

hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen 

pembentukan kepercayaan dan pencegahan konflik.  

 
Tabel 1. Kanal komunikasi dan fungsi sinergi Satpol PP–masyarakat di Sagulung 

Kanal Aktor dominan Temuan utama 
Kontribusi terhadap 

penegakan 
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Sosialisasi/pertemuan 

warga 

Satpol PP, 

kecamatan, 

perangkat 

lingkungan 

Memberi penjelasan aturan, 

tujuan penertiban, dan 

imbauan pencegahan 

Meningkatkan pemahaman 

awal dan mengurangi salah 

tafsir warga 

Pengaduan masyarakat 
Warga, tokoh 

lingkungan, aparat 

Laporan pelanggaran 

menjadi sumber informasi 

awal yang penting 

Mempercepat deteksi 

masalah dan respons aparat 

Koordinasi informal 

RT/RW, tokoh 

masyarakat, 

Satlinmas 

Menjembatani bahasa 

birokrasi dan realitas sosial 

lapangan 

Mereduksi potensi 

resistensi dan memudahkan 

mediasi 

Pendampingan 

lapangan 

Aparat dan unsur 

masyarakat lokal 

Tokoh lokal hadir saat 

penertiban atau pembinaan 

tertentu 

Memperkuat legitimasi 

sosial tindakan Satpol PP 

 

Selain komunikasi, penelitian ini menemukan adanya mekanisme koordinasi kolaboratif 

yang cukup menonjol pada level kecamatan dan lingkungan. Satpol PP tidak bekerja sendiri, 

tetapi berinteraksi dengan perangkat kecamatan, kelurahan, unsur RT/RW, Satlinmas, dan 

tokoh masyarakat. Koordinasi ini tampak dalam pembahasan titik rawan pelanggaran, 

penentuan prioritas penertiban, pendampingan sosial sebelum tindakan lapangan, serta tindak 

lanjut setelah penertiban dilakukan. Dengan kata lain, koordinasi tidak berhenti pada 

pembagian tugas birokratis, melainkan melibatkan negosiasi sosial mengenai cara terbaik 

menjaga ketertiban tanpa memperbesar friksi di masyarakat. Kehadiran tokoh lokal menjadi 

penting karena mereka memahami karakter lingkungan, aktor yang terlibat, dan potensi 

gesekan yang mungkin muncul. 

Temuan penelitian terkait bentuk partisipasi masyarakat dapat dipetakan ke dalam empat 

pola utama. Pertama, partisipasi informasional, yaitu warga berperan sebagai penyedia 

informasi awal mengenai pelanggaran, lokasi rawan, dan dinamika lapangan. Kedua, 

partisipasi mediatif, ketika tokoh masyarakat atau perangkat lingkungan membantu 

menjembatani komunikasi antara aparat dan pihak yang ditertibkan. Ketiga, partisipasi 

operasional terbatas, yakni dukungan warga dalam menjaga situasi tetap kondusif, membantu 

penertiban tertentu, atau ikut dalam kegiatan kebersihan dan pengamanan lingkungan. 

Keempat, partisipasi preventif, yaitu keterlibatan warga dalam upaya mencegah pelanggaran 

melalui pengawasan lingkungan, saling mengingatkan, dan pembentukan kepatuhan sosial 

sebelum aparat turun langsung. Keempat pola ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

di Sagulung tidak tunggal, melainkan berlapis dan beragam menurut kebutuhan lapangan. 

Penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi preventif merupakan bentuk keterlibatan 

yang paling strategis bagi efektivitas penegakan perda. Ketika warga telah memiliki kesadaran 

untuk mengingatkan sesama warga, menjaga kebersihan lingkungan, atau menolak praktik 

yang dianggap mengganggu ketertiban umum, beban intervensi langsung aparat menjadi lebih 

kecil. Dengan demikian, keberadaan Satpol PP tidak selalu identik dengan tindakan represif, 

tetapi dapat didukung oleh kontrol sosial yang tumbuh dari komunitas. Dalam situasi seperti 

ini, masyarakat berfungsi sebagai perpanjangan mata dan telinga aparat sekaligus sebagai 

pelaku pembinaan sosial pada level paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

 
Tabel 2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan perda 

Bentuk 

partisipasi 
Wujud konkret Posisi warga Efek yang tampak 

Informasional 
Melaporkan pelanggaran, lokasi rawan, 

dan kondisi lapangan 

Sumber 

pengetahuan 

lokal 

Aparat lebih cepat 

membaca persoalan 
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Mediatif 

Tokoh lingkungan menjembatani 

komunikasi dengan pihak yang 

ditertibkan 

Mediator sosial 
Ketegangan lapangan 

lebih mudah diredam 

Operasional 

terbatas 

Membantu menjaga situasi, pengamanan 

kegiatan, atau kerja bakti 

pascapenertiban 

Pendukung 

tindakan aparat 

Pelaksanaan kegiatan 

lebih tertib dan kondusif 

Preventif 
Saling mengingatkan, patroli lingkungan, 

pengawasan komunitas 

Pelaku kontrol 

sosial 

Mencegah pelanggaran 

sebelum membesar 

 

Di sisi dampak, hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat memberi 

kontribusi positif terhadap efektivitas penegakan perda dalam beberapa bentuk. Pertama, 

partisipasi mempercepat deteksi pelanggaran dan respons awal aparat. Kedua, partisipasi 

memperluas legitimasi sosial tindakan Satpol PP, karena warga melihat penegakan bukan 

sebagai kehendak sepihak aparat, tetapi sebagai kebutuhan bersama untuk menjaga keteraturan 

lingkungan. Ketiga, partisipasi membantu mereduksi potensi konflik saat operasi berlangsung, 

terutama ketika ada tokoh lokal yang ikut menjelaskan dasar tindakan aparat. Keempat, 

partisipasi mendorong peningkatan kepatuhan sukarela, sebab warga yang merasa dilibatkan 

cenderung lebih mudah menerima aturan dan menginternalisasi tujuan penegakan. 

Walaupun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa sinergi yang terbentuk masih 

menghadapi sejumlah batasan. Tidak semua warga memiliki tingkat kesadaran hukum yang 

sama. Partisipasi juga masih banyak bertumpu pada figur-figur tertentu, seperti tokoh 

masyarakat dan perangkat lingkungan, sehingga kualitas keterlibatan warga umum sangat 

dipengaruhi oleh kekuatan jejaring lokal. Di samping itu, efektivitas koordinasi sangat 

bergantung pada kecepatan respons Satpol PP terhadap laporan masyarakat. Bila laporan tidak 

segera ditindaklanjuti atau hasil penanganan tidak dikomunikasikan kembali, maka partisipasi 

dapat menurun karena warga merasa suaranya tidak berdampak. 

Temuan tentang faktor pendorong dan penghambat memperjelas gambaran tersebut. 

Faktor pendorong utama meliputi keterbukaan komunikasi, dukungan tokoh lokal, keberadaan 

forum koordinasi, respons aparat yang relatif cepat, serta modal sosial yang masih cukup kuat 

di lingkungan masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup kesadaran hukum yang 

belum merata, citra represif Satpol PP yang masih melekat pada sebagian warga, keterbatasan 

personel dan sarana, serta belum sepenuhnya terlembagakannya mekanisme evaluasi bersama 

pasca-penegakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas 

penegakan perda di Sagulung tidak semata ditentukan oleh kewenangan formal Satpol PP, 

tetapi oleh sejauh mana hubungan kemitraan dengan masyarakat dapat dibangun, dipelihara, 

dan diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif yang berkelanjutan. 

 
Tabel 3. Faktor pendorong dan penghambat sinergi Satpol PP–masyarakat 

Kategori Faktor Implikasi terhadap efektivitas penegakan 

Pendorong 
Komunikasi terbuka dan respons 

aparat 

Meningkatkan kepercayaan serta kemauan warga 

untuk terlibat 

Pendorong 
Tokoh lokal, RT/RW, dan Satlinmas 

aktif 
Mempermudah koordinasi dan mediasi lapangan 

Pendorong 
Modal sosial dan kepedulian 

lingkungan 

Menguatkan kontrol sosial dan pencegahan 

pelanggaran 

Penghambat Kesadaran hukum belum merata 
Partisipasi masih fluktuatif dan tidak selalu 

berkelanjutan 

Penghambat 
Citra represif Satpol PP pada sebagian 

warga 

Memicu jarak sosial dan kehati-hatian untuk bekerja 

sama 

Penghambat 
Keterbatasan personel/sarana dan 

tindak lanjut 

Menurunkan kepercayaan bila laporan warga tidak 

direspons cepat 
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PEMBAHASAN 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan daerah di Kecamatan 

Sagulung tidak lagi memadai jika dibaca hanya sebagai proses komando administratif dari 

negara kepada warga. Temuan justru memperlihatkan keberhasilan sangat dipengaruhi oleh 

kualitas interaksi antara aparat dan masyarakat. Dalam kerangka collaborative governance, 

situasi ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah publik pada tingkat lokal menuntut 

keterlibatan aktor nonnegara secara nyata dalam proses implementasi, bukan sekadar 

konsultasi simbolik (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Temuan juga sejalan dengan 

argumen Fung bahwa masa depan partisipasi publik terletak pada kemampuan institusi 

pemerintah menciptakan ruang keterlibatan yang relevan dengan persoalan konkret yang 

dihadapi warga (Fung, 2015). Dalam kasus Sagulung, ruang itu muncul dalam bentuk 

komunikasi lingkungan, pengaduan publik, koordinasi tokoh setempat, dan dukungan warga 

pada tindakan penertiban tertentu. 

Jika dibaca lebih jauh, hubungan Satpol PP–masyarakat di Sagulung merefleksikan 

bentuk co-production dalam layanan publik yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan 

lingkungan. Literatur co-production menekankan bahwa warga dapat berperan sebagai 

penyumbang informasi, pelaksana sebagian fungsi, sekaligus penguat legitimasi kebijakan 

ketika institusi publik membuka ruang kolaborasi yang memadai (Brandsen & Honingh, 2016; 

Loeffler & Bovaird, 2016; Perry & Wise, 1990; Sicilia et al., 2016). Karena itu, partisipasi 

warga di Sagulung tidak tepat dipahami hanya sebagai dukungan moral terhadap aparat. Warga 

berperan dalam mendeteksi pelanggaran, memediasi konflik, membantu pengondisian sosial, 

dan mencegah munculnya pelanggaran baru. Peran semacam ini menunjukkan bahwa 

enforcement pada level lokal sesungguhnya merupakan hasil kerja bersama antara kapasitas 

formal negara dan kapasitas sosial komunitas. 

Temuan tentang dominannya partisipasi informasional dan mediatif juga menguatkan 

gagasan klasik Percy bahwa warga paling sering berkontribusi dalam co-production melalui 

pemberian informasi, pengawasan sosial, dan tindakan yang memperkuat daya jangkau 

pelayanan publik (Percy, 1984). Pada konteks Sagulung, informasi lokal dari warga membantu 

Satpol PP membaca persoalan secara lebih presisi dibanding jika hanya mengandalkan patroli 

dan laporan internal. Sementara itu, keterlibatan tokoh lingkungan berfungsi sebagai jembatan 

sosial yang meredam ketegangan antara aparat dan pihak yang ditertibkan. Hal ini 

memperlihatkan bahwa dalam penegakan perda, informasi dan mediasi sama pentingnya 

dengan tindakan yustisial atau nonyustisial. Tanpa keduanya, aparat berisiko bekerja dengan 

pengetahuan yang terbatas dan legitimasi yang rapuh. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sinergi tidak cukup dibangun melalui keberadaan 

saluran komunikasi, tetapi harus ditopang oleh kepercayaan timbal balik. Yang menjadi kunci 

bukan hanya apakah masyarakat dapat melapor, melainkan apakah laporan tersebut direspons, 

dijelaskan, dan ditindaklanjuti secara pantas. Dalam literatur administrasi publik, kepercayaan 

aparat terhadap warga merupakan penghubung penting dalam upaya citizen involvement 

(Wang & Wan Wart, 2007). Pada saat yang sama, partisipasi publik yang diikuti respons positif 

dari institusi dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah. Temuan di Sagulung 

mendukung dua arah hubungan tersebut: Satpol PP membutuhkan warga sebagai sumber 

informasi dan dukungan sosial, sedangkan warga akan cenderung terlibat bila melihat aparat 

bertindak terbuka, konsisten, dan menghargai posisi mereka sebagai mitra. Dengan demikian, 

trust bekerja sebagai modal relasional yang memungkinkan kolaborasi berlanjut dari satu kasus 

ke kasus berikutnya. 

Aspek tersebut berkaitan erat dengan procedural justice. Nagin dan Telep menegaskan 

bahwa perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap warga memiliki nilai sosial tersendiri, 

bahkan ketika pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum tidak selalu linear (Nagin & Telep, 
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2020). O’Brien, Tyler, dan Meares juga menunjukkan bahwa prosedur yang adil dan upaya 

rekonsiliatif dapat memperkuat kembali hubungan antara aparat dan komunitas (O’Brien & 

Tyler, 2019). Dalam konteks Satpol PP, temuan ini penting karena citra represif yang melekat 

pada aparat dapat menghambat partisipasi publik jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang 

persuasif dan komunikatif. Sagulung menunjukkan ketika aparat lebih dahulu menjelaskan 

tujuan penegakan dan melibatkan figur lokal, penerimaan sosial menjadi lebih besar dan 

potensi resistensi menurun. 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menempatkan partisipasi preventif sebagai dimensi yang 

sangat penting. Di Sagulung, bentuk partisipasi yang paling berkontribusi bukan semata 

kehadiran warga saat operasi, tetapi keterlibatan mereka sebelum pelanggaran membesar—

melalui pengawasan lingkungan, pengingat sosial, dan kontrol komunitas. Temuan ini 

menunjukkan bahwa efektivitas penegakan perda tidak boleh hanya diukur dari jumlah operasi 

atau tindakan penindakan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kepatuhan sukarela di 

lingkungan masyarakat. Dalam arti itu, penegakan yang baik bukan hanya yang berhasil 

menertibkan, tetapi yang mampu mencegah pelanggaran berulang melalui penguatan kontrol 

sosial lokal. 

Hasil tersebut juga berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sosial. Dalam 

studi ini, kapasitas kelembagaan tercermin pada kemampuan Satpol PP merespons laporan, 

membangun koordinasi lintas aktor, dan menjaga kesinambungan komunikasi. Adapun 

kapasitas sosial tercermin pada kuatnya jaringan RT/RW, tokoh masyarakat, Satlinmas, dan 

solidaritas warga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Kedua kapasitas ini saling 

menguatkan. Ketika kapasitas kelembagaan lemah, partisipasi masyarakat kehilangan arah; 

sebaliknya, ketika kapasitas sosial rendah, tindakan aparat cenderung terisolasi dan lebih 

mudah menimbulkan resistensi. Dengan demikian, efektivitas penegakan perda di Sagulung 

merupakan produk interaksi antara kapasitas negara dan kapasitas komunitas. 

Selain itu, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya modal sosial. Di Sagulung, 

modal sosial tampak pada peran tokoh lingkungan, kesediaan warga melapor, kemampuan 

komunitas menjaga situasi tetap kondusif, dan kemauan untuk terlibat dalam upaya 

pencegahan. Modal sosial inilah yang membuat Satpol PP tidak selalu harus hadir dengan 

intensitas yang sama pada semua persoalan, karena sebagian fungsi pengawasan telah dibantu 

oleh komunitas. Namun demikian, studi ini juga memperlihatkan bahwa ketergantungan yang 

terlalu besar pada tokoh tertentu dapat menjadi kelemahan. Apabila partisipasi terlalu bertumpu 

pada figur informal, maka keberlanjutan sinergi menjadi rentan ketika figur tersebut pasif, 

berganti, atau kehilangan pengaruh. 

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperluas pembacaan tentang street-level 

bureaucracy pada ranah penegakan perda. Chang dan Brewer menekankan bahwa birokrat garis 

depan bekerja dalam ruang diskresi yang dibentuk oleh interaksi sehari-hari dengan warga. 

Pada Sagulung, diskresi itu tampak ketika aparat memilih untuk mendahulukan penjelasan, 

mediasi, dan koordinasi sebelum tindakan lapangan dilakukan. Dengan kata lain, implementasi 

aturan tidak berlangsung secara mekanis, melainkan melalui penyesuaian kontekstual yang 

mempertimbangkan karakter sosial lingkungan. Dalam konteks inilah masyarakat tidak lagi 

sekadar objek dari diskresi aparat, tetapi turut memengaruhi bagaimana diskresi dijalankan. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa policy enforcement pada level lokal sebenarnya adalah arena 

negosiasi sosial yang terus berlangsung antara otoritas, aturan, dan realitas komunitas. 

Meskipun demikian, pembahasan perlu menekankan partisipasi masyarakat bukan solusi 

otomatis. Literatur tentang public participation memperingatkan bahwa partisipasi dapat 

terhambat oleh minat, keterbatasan fasilitator, biaya dan ketimpangan akses informasi (Abas 

et al., 2023; Kang & Van Ryzin, 2019; Kim et al., 2017). Di Sagulung, hambatan serupa muncul 

dalam bentuk kesadaran hukum yang tidak merata, stigma terhadap aparat, dan belum 

mapannya mekanisme evaluasi bersama setelah penegakan dilakukan. Penelitian Kang dan 
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Van Ryzin juga menunjukkan bahwa hubungan co-production dan trust in government tidak 

selalu otomatis positif; dampaknya bergantung pada bagaimana proses tersebut dialami dan 

ditafsirkan warga. Karena itu, membangun sinergi Satpol PP–masyarakat memerlukan 

pelembagaan yang konsisten, bukan hanya mengandalkan kedekatan personal atau respons 

sesaat terhadap persoalan tertentu. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa sinergi Satpol PP dan 

masyarakat di Sagulung merupakan bentuk local collaborative enforcement yang menjanjikan. 

Temuan empiris menunjukkan bahwa penegakan perda menjadi lebih efektif ketika dipadukan 

dengan komunikasi dua arah, keadilan prosedural, dukungan tokoh lokal, dan kapasitas 

komunitas untuk berpartisipasi. Oleh sebab itu, arah penguatan kebijakan tidak seharusnya 

hanya berfokus pada penambahan operasi penertiban, tetapi pada pelembagaan forum 

komunikasi, penguatan Satlinmas, mekanisme umpan balik terhadap laporan warga, dan 

pembinaan aparat agar lebih persuasif serta responsif. Dengan cara itu, penegakan perda dapat 

bergerak dari model yang semata koersif menuju model yang lebih partisipatif, legitimate, dan 

berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan masyarakat merupakan 

faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah di Kecamatan 

Sagulung, Kota Batam. Temuan empiris memperlihatkan bahwa penegakan perda tidak lagi 

dapat dipahami semata sebagai tindakan administratif yang dijalankan secara sepihak oleh 

aparat, melainkan sebagai proses tata kelola lokal yang dibentuk melalui komunikasi, 

koordinasi, dan partisipasi publik. Dalam konteks Sagulung, masyarakat tidak hanya berperan 

sebagai pihak yang diatur, tetapi juga sebagai penyedia informasi, pengawas sosial, mediator 

lingkungan, pendukung kondisi lapangan, dan pelaku pencegahan pelanggaran pada level 

komunitas. 

Secara substantif, penelitian ini menemukan tiga simpulan utama. Pertama, komunikasi 

dua arah—baik formal maupun informal—menjadi fondasi paling penting bagi terbentuknya 

hubungan kerja antara Satpol PP dan masyarakat. Komunikasi formal memberi kepastian 

prosedural dan ruang pelaporan, sedangkan komunikasi informal melalui RT/RW, tokoh 

masyarakat, dan jejaring lingkungan memberi kedekatan sosial yang memudahkan penjelasan 

aturan serta pengondisian lapangan. Kedua, koordinasi kolaboratif pada level kecamatan 

memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan hukum 

Satpol PP, tetapi juga oleh kemampuan menghubungkan perangkat kecamatan, kelurahan, 

Satlinmas, dan warga dalam satu kerja bersama yang berorientasi pada ketertiban umum. 

Ketiga, bentuk partisipasi masyarakat yang paling penting justru terletak pada dimensi 

preventif dan informasional, karena kedua bentuk ini membantu mendeteksi pelanggaran lebih 

dini, mempercepat respons aparat, serta menumbuhkan kepatuhan sosial sebelum intervensi 

koersif dilakukan. 

Di sisi lain, penelitian ini juga menegaskan bahwa sinergi tersebut belum bebas dari 

hambatan. Kesadaran hukum masyarakat masih beragam, citra represif Satpol PP masih tersisa 

pada sebagian warga, dan kualitas partisipasi masih dipengaruhi oleh kekuatan figur lokal 

tertentu. Selain itu, efektivitas hubungan aparat–masyarakat sangat bergantung pada 

konsistensi tindak lanjut atas laporan warga. Apabila aparat lambat merespons atau tidak 

mengomunikasikan hasil penanganan, partisipasi cenderung menurun karena warga merasa 

kontribusinya tidak bermakna. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak akan 

bertahan hanya dengan membuka saluran komunikasi; ia memerlukan respons kelembagaan 

yang nyata, akuntabel, dan berkelanjutan. 

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perluasan pembacaan tentang partisipasi 

publik dari ranah pembentukan kebijakan menuju ranah penegakan kebijakan. Studi ini 
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menunjukkan bahwa enforcement di tingkat lokal dapat dibaca sebagai arena collaborative 

governance dan co-production, di mana efektivitas aparat bergantung pada relasi sosial yang 

dibangunnya dengan warga. Dengan demikian, penelitian ini menambah kajian tentang Satpol 

PP yang selama ini lebih banyak berfokus pada kewenangan formal atau efektivitas 

penindakan, dengan menghadirkan perspektif yang lebih relasional dan empiris mengenai 

bagaimana legitimasi dan dukungan sosial dibentuk dalam praktik sehari-hari. 

Secara praktis, penelitian ini mengarah pada kebutuhan penguatan kelembagaan yang 

menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam penegakan perda. Pemerintah daerah 

perlu memperkuat forum komunikasi rutin pada level kecamatan dan lingkungan, memastikan 

setiap laporan masyarakat memperoleh umpan balik yang jelas, mengembangkan pendekatan 

pembinaan yang lebih persuasif, serta meningkatkan kapasitas Satlinmas dan perangkat 

lingkungan sebagai simpul kolaborasi. Pada saat yang sama, pelatihan bagi aparat Satpol PP 

perlu diarahkan tidak hanya pada aspek teknis penertiban, tetapi juga pada komunikasi publik, 

mediasi, dan keadilan prosedural. Dengan penguatan tersebut, penegakan perda di tingkat lokal 

tidak hanya menjadi lebih tertib secara administratif, tetapi juga lebih legitimate, manusiawi, 

dan berkelanjutan karena ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. 
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